
 
 
 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

          

          LAPORAN SINGKAT 

          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  

DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2023 - 2024 

Masa Persidangan :  IV 

Rapat Ke- : 8 

Jenis Rapat :  Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat 

Sifat Rapat :  Terbuka 

Hari/Tanggal :  Senin, 1 April 2024 

Waktu :  Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 

Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)   

  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 

Acara         : Melanjutkan Agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat Tanggal 25 Maret 2024 

Ketua Rapat         : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II 

DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR 

RI   

Hadir         : A. 29 (dua puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR 

RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota 

Komisi II DPR RI 

  B. Menteri Dalam Negeri RI 

  C. Bawaslu RI 

  D. DKPP RI 

 

I. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 

Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam 

Negeri RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda melanjutkan 

agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Tanggal 25 Maret 

2024, hari Senin, 1 April 2024, dibuka pukul 13.53 WIB oleh Ketua 

Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan 

terbuka untuk umum. 
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II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN 

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat 

Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Bawaslu RI, dan 

DKPP RI, dengan agenda melanjutkan agenda Rapat Kerja dan Rapat 

Dengar Pendapat Tanggal 25 Maret 2024, yaitu: 

1. Laporan Dana Awal Kampanye (DAK): 

 
 

2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 

 
 

3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara: 

- Pelaksanaan pemunguran suara berlangsung di 820.161 TPS di 

Dalam Negeri dan 2.538 TPSLN/KSK/POS di Luar Negeri 

- Dengan jumlah pemilih sebagai berikut: 203.056.748 pemilih di 

dalam negeri dan 1.365.433 pemilih di luar negeri. 
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4. Data penanganan perkara sepanjang tahun 2023 s.d. bulan Maret 

2024 menunjukkan terdapat 587 penyelenggara pemilu yang telah 

diputus oleh DKPP. Sebanyak 300 orang (51,1 persen) direhabilitasi, 

281 orang (47,9 persen) dijatuhi sanksi, dan enam orang (1 persen) 

diberikan ketetapan. 

 

5. Isu-isu krusial dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yaitu: 

a. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. 

b. Penyusunan Peraturan KPU. 

c. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

d. Pencalonan DPD. 

e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 

f. Masa Kampanye Pemilu. 

 

6. Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang paling banyak dilanggar 

dalam tahapan Pemilu 2024 yaitu profesionalisme. 

 

7. Perkara kategori non-tahapan pemilu perlu menjadi refleksi dan bahan 

evaluasi karena berpotensi dapat mendistorsi penyelenggaraan 

tahapan Pemilu 2024. 

 

8. Pengaduan ke DKPP diprediksi akan meningkat setelah penetapan 

rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024. 

 

III. KESIMPULAN RAPAT 

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI 

dengan Menteri Dalam Negeri RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan 

agenda melanjutkan agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat 

Tanggal 25 Maret 2024 diskors dan akan dilanjutkan kembali. 

 

IV. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB. 

 

Jakarta, 1 April 2024 

KETUA RAPAT 

 

TTD 

 

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 

A-270 
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